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ABSTRAK
Pertumbuhan pesat ekonomi digital di Indonesia telah memunculkan tantangan baru dalam bentuk shadow
economy yang sulit terpantau oleh sistem regulasi formal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi
dan merumuskan strategi manajemen yang efektif dalam menghadapi fenomena shadow economy dalam
ekosistem bisnis digital. Dengan menggunakan pendekatan mixed methods, penelitian ini menggabungkan
data survei dari 300 responden dan wawancara mendalam terhadap 12 informan kunci dari lima kota besar
di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 67% pelaku ekonomi digital beroperasi secara
informal, dengan dominasi pada sektor e-commerce (38%), gig economy (29%), dan jasa daring informal
(21%). Regresi logistik mengungkap bahwa biaya legalisasi tinggi, minimnya insentif, dan persepsi negatif
terhadap pemerintah merupakan faktor signifikan yang mendorong informalitas. Sementara itu, literasi digital
memiliki korelasi negatif terhadap partisipasi dalam ekonomi bayangan, namun tidak signifikan secara
statistik. Penelitian ini mengembangkan kerangka strategis berbasis tiga pilar tata kelola platform digital,
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insentif sosial-ekonomi, dan pemanfaatan teknologi berbasis data untuk mendorong transisi menuju sektor
formal. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan ekonomi digital yang
lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Shadow Economy, Ekonomi Digital, Platform Daring, Kebijakan Insentif, Literasi Digital.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan pesat teknologi digital telah mendorong transformasi signifikan dalam ekosistem bisnis
global, menciptakan peluang baru sekaligus tantangan yang kompleks (Juliana & Linda, 2025; Mai & Khalid,
2025; Rizaldi et al., 2024). Salah satu isu penting yang muncul dalam lanskap ekonomi digital adalah
pertumbuhan sektor shadow economy, yang sulit dilacak, tidak dikenai pajak, dan sering kali berada di luar
regulasi resmi. Aktivitas ini dapat merugikan pendapatan negara, mengganggu persaingan bisnis yang sehat,
dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi formal. Dalam konteks digital, shadow
economy mencakup berbagai aktivitas seperti perdagangan daring ilegal, transaksi tidak tercatat, hingga
pekerjaan informal yang berlangsung di platform digital. Kemunculan fenomena ini menunjukkan bahwa
kemajuan teknologi tidak selalu diiringi dengan peningkatan tata kelola yang memadai. Oleh karena itu,
diperlukan strategi manajemen yang komprehensif dan adaptif untuk menghadapi kompleksitas shadow
economy dalam ekosistem bisnis digital.

Fenomena ini semakin relevan ketika ditinjau dari data empiris yang menunjukkan bahwa shadow economy
menyumbang rata-rata 31% dari Produk Domestik Bruto (PDB) di berbagai negara, dengan tren peningkatan
yang signifikan di sektor digital (Esaku, 2021). Menurut (Safuan et al., 2022) kontribusi sektor informal di
Indonesia sangat besar, namun sebagian besar aktivitasnya berlangsung secara daring dan tidak tercatat dalam
sistem perpajakan nasional. Laporan dari World Bank pada tahun 2022, (Safuan et al., 2022) juga menyoroti
bahwa semakin banyak usaha mikro dan kecil yang beroperasi melalui platform digital tetapi belum
terintegrasi dengan sistem regulasi formal. Kondisi ini memperlihatkan kebutuhan mendesak akan
pendekatan yang sistematis, kontekstual, dan berbasis data dalam pengelolaan ekonomi bayangan, terutama
di tengah pertumbuhan cepat ekosistem bisnis digital. Tanpa adanya strategi yang tepat, risiko ketimpangan
ekonomi dan hilangnya pendapatan negara diperkirakan akan terus meningkat.

Untuk menjawab tantangan tersebut, berbagai studi sebelumnya telah mengkaji karakteristik dan dampak
ekonomi bayangan dari sudut pandang makroekonomi, regulasi, dan teknologi. Penelitian oleh (Chen et al.,
2021) mengembangkan model estimasi ukuran shadow economy di negara berkembang, sedangkan (Hou et
al., 2024) menyoroti pentingnya pendekatan kebijakan berbasis insentif untuk mendorong transisi dari sektor
informal ke sektor formal. Dalam konteks digital, studi oleh (Sarker et al., 2021) menunjukkan bahwa
teknologi blockchain memiliki potensi dalam meningkatkan transparansi transaksi guna menekan aktivitas
ilegal. Namun, sebagian besar studi tersebut masih berfokus pada aspek parsial, seperti teknologi atau
kebijakan fiskal, dan belum mengintegrasikan perspektif ekosistem digital secara menyeluruh. Hal ini
mengindikasikan adanya ruang untuk pendekatan lintas-disiplin yang mempertimbangkan interaksi antara
teknologi, kebijakan, dan struktur sosial ekonomi dalam ekosistem digital.

Meskipun literatur sebelumnya telah banyak membahas shadow economy secara umum, masih terdapat
kesenjangan dalam pemahaman mengenai strategi manajemen yang efektif dalam konteks ekosistem bisnis
digital. Studi yang secara eksplisit mengkaji keterkaitan antara struktur platform digital, desain regulasi
teknologi, dan partisipasi pelaku informal masih sangat terbatas (SchiiBler et al., 2021). Selain itu, pendekatan
sistemik yang menggabungkan dinamika ekosistem digital dengan strategi pengelolaan risiko ekonomi
bayangan belum banyak dikembangkan. Kesenjangan ini menjadi semakin penting untuk dijembatani,
terutama dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital yang semakin kompleks, cepat, dan
terdesentralisasi. Oleh karena itu, dibutuhkan kerangka penelitian yang menyeluruh dan responsif terhadap
dinamika tersebut.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi manajemen yang
efektif dalam menghadapi shadow economy di ekosistem bisnis digital Indonesia. Studi ini mengkaji faktor-
faktor pendorong informalitas serta peran aktor dalam ekosistem digital, dengan pendekatan mixed methods
eksplanatori yang menggabungkan analisis survei dan wawancara mendalam. Hasil penelitian digunakan
untuk menyusun kerangka strategi berbasis tiga pilar: tata kelola platform digital, insentif sosial-ekonomi,
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dan pemanfaatan teknologi data-driven. Kontribusi utama penelitian ini adalah penyediaan model konseptual
dan praktis yang dapat mendukung kebijakan transisi menuju sektor formal secara inklusif dan berkelanjutan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Shadow Economy

Shadow economy mencakup seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan di luar sistem regulasi dan pelaporan
resmi. Ini meliputi kegiatan yang legal namun tidak tercatat, serta aktivitas ilegal seperti perdagangan gelap
dan penghindaran pajak (Brandt, 2023). Keberadaan ekonomi bayangan menimbulkan dampak serius, mulai
dari kehilangan potensi pendapatan negara hingga ketimpangan kompetisi antara pelaku usaha formal dan
informal. Di banyak negara, shadow economy cenderung berkembang di tengah birokrasi yang kompleks,
regulasi yang ketat, dan rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi (Marangos et al., 2022) and
(Buszko, 2022). Kondisi ini sering kali diperburuk oleh lemahnya penegakan hukum serta tingginya toleransi
sosial terhadap praktik informal. Oleh karena itu, pemahaman konseptual yang mendalam menjadi kunci
untuk merancang intervensi kebijakan yang kontekstual dan responsif.

Penelitian yang dilakukan oleh (Zhanabekov, 2022) mengestimasi proporsi shadow economy terhadap PDB
di negara berkembang, yang memberikan pengaruh luas pada pertumbuhan serta stabilitas ekonomi. Shadow
economy tidak hanya menjadi masalah fiskal, tetapi juga menjadi hambatan struktural dalam mendorong
inovasi dan efisiensi pasar. Dalam konteks ini, strategi pengelolaan ekonomi bayangan harus dibangun di
atas pemahaman terhadap karakteristik sosial-ekonomi lokal dan tantangan regulatif yang dihadapi. Dengan
begitu, fondasi teoritis ini dapat digunakan untuk memahami dinamika baru ekonomi bayangan, khususnya
dalam ekosistem bisnis digital yang kompleks.

2.2. Ekonomi Bayangan dalam Konteks Digital

Transformasi digital telah mengubah wajah ekonomi bayangan, baik dari segi bentuk, aktor, hingga
mekanisme distribusinya. Studi oleh (Fraser & Joe-Laidler, 2023) menyoroti bahwa aktivitas seperti
perdagangan daring ilegal, jasa berbasis platform yang tidak tercatat, hingga pekerjaan informal dalam gig
economy menunjukkan bagaimana praktik ekonomi bayangan beradaptasi dalam ruang digital. Shadow
economy kini beroperasi dalam sistem terdesentralisasi, dengan batasan pelacakan yang lemah dan peraturan
yang tertinggal dari laju inovasi. Platform digital, yang awalnya netral, kini menjadi ruang berlangsungnya
transaksi ekonomi informal dengan skala yang tidak kecil (Baker, 2021; Pouri & Hilty, 2021) and (Handoko
et al.,, 2025). Tantangan ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukan hanya memperluas skala shadow
economy, tetapi juga memperumit proses pengawasannya.

Menurut penelitian (Shen et al., 2021; Zhu et al., 2023) and (Roni et al., 2025) menekankan bahwa strategi
konvensional berbasis pengawasan dan hukuman sudah tidak cukup efektif di era digital. Negara harus
beralih pada model kebijakan yang adaptif dan kolaboratif, di mana platform digital dapat dioptimalkan
menjadi mitra dalam mengatur aktivitas ekonomi informal. Penelitian lain menyoroti pentingnya membangun
sistem pelaporan otomatis, kerangka pelacakan berbasis teknologi, dan penguatan peran pengguna dalam
pengawasan berbasis komunitas (Perez-DelLaMora et al., 2021) and (Danielsen et al., 2021). Dalam
ekosistem digital, relasi antar pelaku tidak bersifat linier, tetapi membentuk jaringan interdependen antara
pengguna, platform, dan regulator. Oleh karena itu, strategi pengelolaan ekonomi bayangan harus
mempertimbangkan dimensi relasional dan sosioteknis dalam ruang digital.

2.3. Strategi Pengelolaan Shadow Economy

Strategi pengelolaan ekonomi bayangan berkembang dari pendekatan represif menjadi pendekatan yang lebih
partisipatif dan berbasis insentif. Studi yang dilakukan oleh (Boufounou et al., 2024) mengungkapkan bahwa
pendekatan tradisional berfokus pada penguatan pengawasan dan optimalisasi pemungutan pajak, namun
terbukti kurang efektif tanpa reformasi regulasi dan perbaikan tata kelola. Dalam konteks negara
berkembang, upaya represif sering kali menimbulkan perlawanan sosial dan memperkuat ekonomi informal.
Penelitian oleh (Sciullo et al., 2022) and (Gérxhani & Cichocki, 2023) mengusulkan strategi insentif sosial-
ekonomi sebagai alternatif untuk mendorong transisi sukarela ke sektor formal. Mereka menekankan
perlunya memahami motivasi pelaku informal, termasuk faktor kepercayaan, biaya kepatuhan, dan persepsi
terhadap sistem formal.

Selain insentif ekonomi, strategi edukatif juga penting, seperti literasi digital dan transparansi proses bisnis.
Studi oleh (de Curto et al., 2025) menambahkan bahwa strategi berbasis data yang mampu mengidentifikasi
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pola dan klaster ekonomi informal memungkinkan intervensi yang lebih tepat sasaran. Dalam ekosistem
digital yang bersifat dinamis dan kompleks, strategi pengelolaan harus bersifat lintas sektor dan adaptif.
Kombinasi antara kebijakan fiskal, edukasi masyarakat, serta tata kelola platform menjadi krusial dalam
membentuk lingkungan ekonomi yang inklusif. Maka dari itu, strategi tidak dapat bersifat generik, tetapi
harus disesuaikan dengan struktur sosial digital yang khas dari masing-masing ekosistem.

2.4. Pendekatan Teknologi dalam Manajemen Ekonomi Bayangan

Kemajuan teknologi menghadirkan peluang baru dalam pengelolaan ekonomi bayangan, terutama melalui
integrasi sistem digital berbasis blockchain, Artificial Intelligence (Al), dan big data analytics. Blockchain
mampu menciptakan catatan transaksi yang transparan dan tidak dapat dimanipulasi, sehingga meminimalkan
peluang aktivitas ilegal (Boumaiza & Mabher, 2024) and (Junaid et al., 2024). Menurut penelitian (Kshetri,
2021) menyebutkan bahwa penerapan teknologi ini dalam sistem rantai pasokan dan pembayaran dapat
menutup celah ekonomi informal yang sebelumnya sulit dilacak. Sementara itu, kecerdasan buatan (Al) dan
big data memungkinkan analisis perilaku transaksi untuk mengidentifikasi pola mencurigakan dalam jaringan
ekonomi digital (Kute et al., 2021). Potensi ini membuat teknologi menjadi instrumen penting dalam
manajemen risiko ekonomi bayangan.

Namun demikian, pemanfaatan teknologi juga menghadapi tantangan struktural. Di negara berkembang,
keterbatasan infrastruktur digital, biaya implementasi yang tinggi, dan resistensi dari pelaku usaha kecil
menjadi kendala nyata (Pittri et al., 2025) and (Pontrandolfo et al., 2022). Masalah etika dan privasi data juga
perlu diperhatikan dalam penerapan sistem pelacakan digital. Oleh karena itu, strategi teknologi harus
dilengkapi dengan kerangka tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berbasis hak digital. Dalam konteks
ekosistem digital, teknologi bukanlah solusi tunggal, tetapi bagian dari pendekatan sistemik yang memadukan
kebijakan, peran platform, dan partisipasi pengguna.

2.5. Sintesis Teoritis dan Kerangka Konseptual

Berdasarkan literatur yang telah diuraikan, terlihat bahwa shadow economy dalam ekosistem digital tidak
dapat dipahami secara parsial. Diperlukan pendekatan integratif yang menggabungkan tiga pilar utama: (1)
tata kelola digital berbasis platform, (2) strategi manajemen risiko dan insentif ekonomi, serta (3)
pemanfaatan teknologi berbasis data (Bibri, 2021). Ketiga aspek ini berinteraksi dalam konteks ekosistem
digital yang bersifat desentralistik, partisipatif, dan adaptif. Oleh karena itu, strategi manajemen shadow
economy perlu dirancang berdasarkan kerangka kerja yang memetakan relasi antara aktor-aktor digital
(platform, pengguna, regulator), struktur insentif, serta infrastruktur teknologi yang menopangnya.

Kerangka konseptual yang ditawarkan dalam penelitian ini berangkat dari kritik terhadap pendekatan sektoral
dalam literatur sebelumnya. Dengan mengintegrasikan perspektif ekonomi digital, tata kelola platform, dan
strategi partisipatif, penelitian ini diharapkan mampu merumuskan strategi manajemen ekonomi bayangan
yang responsif terhadap kompleksitas dunia digital. Sintesis ini sekaligus menjadi jembatan teoritis untuk
analisis empiris yang akan dilakukan pada tahap selanjutnya.

3. METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods dengan desain eksplanatori sekuensial, yang
bertujuan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai strategi pengelolaan shadow economy
dalam ekosistem bisnis digital di Indonesia. Pendekatan ini diawali dengan pengumpulan data kuantitatif
melalui survei daring guna mengidentifikasi distribusi sektor informal digital, tren aktivitas, serta faktor-
faktor pendorong keterlibatan pelaku dalam ekonomi bayangan. Temuan awal ini kemudian menjadi dasar
untuk merancang tahap kualitatif berupa wawancara mendalam yang menggali persepsi, pengalaman, dan
dinamika sosial yang tidak dapat diungkap melalui angka. Melalui desain ini, penelitian mampu menangkap
baik dimensi statistik maupun naratif dari fenomena yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan yang
lebih kaya dan kontekstual.

3.2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui dua
teknik utama, yaitu survei daring dan wawancara mendalam semi-terstruktur. Survei disebarkan kepada
pelaku ekonomi digital informal dengan menggunakan teknik purposive dan snowball sampling melalui
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komunitas digital dan jaringan platform. Untuk mendalami hasil survei, dilakukan wawancara dengan 12
informan kunci yang terdiri dari pelaku usaha digital, pengelola platform, dan perwakilan regulator. Semua
wawancara dilakukan dengan persetujuan tertulis dan direkam untuk keperluan transkripsi dan analisis lebih
lanjut. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen kebijakan, laporan lembaga resmi
seperti BPS dan World Bank, serta publikasi akademik terkini terkait ekonomi digital dan sektor informal.
Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber, metode, dan waktu pengumpulan informasi untuk
memastikan akurasi dan relevansi hasil penelitian.

3.3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini mencakup pelaku ekonomi digital informal di Indonesia, khususnya yang
bergerak di sektor e-commerce, gig economy, dan jasa daring informal. Sampel dipilih secara purposive
berdasarkan beberapa kriteria, yaitu lokasi geografis (urban dan semi-urban), jenis platform digital yang
digunakan (marketplace, media sosial, aplikasi freelance), serta peran aktor dalam ekosistem digital (pelaku
usaha, regulator, penyedia platform). Survei dikumpulkan dari 300 responden yang tersebar di lima kota
besar Indonesia, yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, dan Medan. Sementara itu, informan
wawancara dipilih berdasarkan peran strategis dan pengalaman mereka dalam mengelola atau berinteraksi
langsung dengan aktivitas ekonomi digital informal. Kombinasi kriteria ini ditujukan untuk memperoleh
gambaran yang representatif dan mendalam mengenai dinamika shadow economy digital di berbagai wilayah.

3.4. Teknik Analisis Data

Data kuantitatif dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif untuk mengidentifikasi distribusi dan
karakteristik pelaku ekonomi informal, serta analisis regresi logistik untuk menguji hubungan antara variabel
bebas (seperti tingkat literasi digital, persepsi terhadap pemerintah, dan akses terhadap insentif) dengan
variabel terikat berupa keterlibatan dalam shadow economy. Selain itu, dilakukan analisis klaster untuk
mengelompokkan responden berdasarkan pola aktivitas informal yang dominan. Sementara itu, data kualitatif
dari wawancara dianalisis menggunakan pendekatan Thematic Analysis, yang terdiri dari proses pengkodean
terbuka, pengembangan tema, dan interpretasi makna tematik berdasarkan konteks digital. Hasil analisis dari
kedua pendekatan kemudian diintegrasikan untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dan saling
melengkapi terkait strategi manajemen shadow economy digital di Indonesia.

3.5. Validitas dan Reliabilitas

Untuk memastikan validitas instrumen dan temuan, dilakukan berbagai langkah pengujian. Validitas isi
kuesioner dikonfirmasi melalui evaluasi oleh dua pakar di bidang kebijakan publik dan ekonomi digital,
sementara validitas konstruk diuji melalui analisis faktor eksploratori terhadap hasil survei. Reliabilitas
instrumen kuantitatif diukur dengan menggunakan koefisien Cronbach’s Alpha, dengan nilai ambang
minimal 0,7 sebagai standar konsistensi internal. Pada pendekatan kualitatif, validitas data dijaga melalui
teknik triangulasi sumber, waktu, dan narasumber, serta dengan member checking, yaitu mengirimkan
ringkasan hasil wawancara kembali kepada informan untuk konfirmasi dan klarifikasi. Selain itu, dilakukan
diskusi rutin antarpeneliti untuk menghindari bias interpretatif dan memperkuat kesepakatan dalam proses
analisis temuan.

3.6. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lima kota besar Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, dan
Medan. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada tingginya konsentrasi pelaku ekonomi digital serta
keberadaan komunitas informal yang aktif secara daring. Kegiatan penelitian berlangsung selama lima bulan,
yaitu dari Januari hingga Mei 2025. Proses pengumpulan data dilakukan secara kombinasi antara daring dan
luring untuk menjangkau responden dari berbagai latar belakang dan wilayah. Rentang waktu tersebut
mencakup tahap persiapan instrumen, pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif, transkripsi, validasi, serta
proses analisis temuan. Dengan penyebaran lokasi dan jangka waktu yang terencana, penelitian ini
diharapkan dapat menangkap dinamika ekonomi digital informal yang berkembang pesat dan kompleks
secara kontekstual.

4. HASIL DAN DISKUSI
4.1. Hasil

4.1.1. Interpretasi Data Pengujian
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Hasil survei terhadap 300 responden di lima kota besar menunjukkan bahwa sekitar 67% pelaku usaha digital
beroperasi secara informal, tanpa registrasi legal seperti NPWP atau izin usaha. Mayoritas responden
menyatakan bahwa mereka memilih jalur informal karena proses legalisasi dianggap rumit, mahal, dan tidak
memberikan keuntungan langsung. Dalam wawancara mendalam, pelaku informal mengaku merasa sistem
regulasi tidak adaptif terhadap dinamika usaha digital mikro yang bergerak cepat. Hal ini menunjukkan
bahwa shadow economy digital bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan respons rasional terhadap
ekosistem yang belum inklusif. Temuan ini menjadi indikasi awal bahwa persoalan informalitas digital lebih
dipengaruhi oleh faktor struktural daripada niat untuk menghindari hukum.

4.1.2. Hasil Pengujian

Aktivitas shadow economy dalam ekosistem digital Indonesia terbagi ke dalam lima sektor utama
berdasarkan hasil survei terhadap 300 responden. Dari total responden, mayoritas menjalankan aktivitas
secara informal di sektor e-commerce (38%), yang mencakup praktik jual beli barang melalui marketplace
atau media sosial tanpa izin usaha. Sektor kedua adalah gig economy (29%), yang mencakup pekerja lepas
seperti driver ojek online, kurir, atau jasa freelance berbasis platform. Sektor ketiga adalah jasa daring
informal seperti kursus privat, desainer lepas, dan konsultan digital, yang mencakup 21% responden. Dua
sektor lainnya yaitu aktivitas spekulatif seperti kripto ilegal dan crowdfunding tanpa izin (7%) dan sektor
informal digital lainnya (5%). Pola distribusi ini menggambarkan bahwa sebagian besar pelaku shadow
economy beroperasi pada sektor yang rendah hambatan masuk dan tidak diawasi secara ketat oleh otoritas
formal.

Tabel 1 menampilkan distribusi sektor tempat pelaku usaha informal digital beroperasi. Tiga sektor terbesar,
yaitu e-commerce, gig economy, dan jasa daring informal, menyumbang hampir 90% dari keseluruhan
aktivitas. Ini menunjukkan bahwa shadow economy digital tidak hanya terjadi di pinggiran, tetapi justru
dominan dalam sektor-sektor produktif harian. Fenomena ini menggambarkan bahwa sektor informal telah
menjadi bagian dari struktur ekonomi digital secara fungsional, meskipun secara hukum belum tercatat. Oleh
karena itu, strategi intervensi pemerintah perlu difokuskan secara sektoral dan berbasis realitas aktivitas
usaha.

Tabel 1.
Tabel 1. Distribusi Aktivitas Ekonomi Informal Digital Berdasarkan Sektor
Sektor Digital Persentase (%) Jenis Aktivitas Umum

E-commerce Informal 38% Jual-beli produk tanpa NPWP
Gig Economy (pekerja lepas) 29% Layanan kurir, penulisan lepas
Jasa Daring Informal (kursus, desain) 21% Kursus daring, layanan desain
Kripto/Investasi [legal/Crowdfunding 7% Trading tidak terdaftar resmi
Lainnya 5% Pengumpulan dana nonlegal
Total 100%

Gambar 1 menggambarkan distribusi aktivitas shadow economy digital dalam bentuk diagram batang.
Visualisasi ini memperjelas perbedaan proporsi antar sektor, di mana sektor e-commerce terlihat jauh lebih
dominan dibanding sektor lainnya. Informasi ini berguna dalam menyusun prioritas intervensi kebijakan,
karena menunjukkan titik-titik konsentrasi pelaku informal digital. Dengan pemetaan visual seperti ini,
pembaca dapat langsung memahami bahwa ekonomi informal digital terkonsentrasi pada model usaha yang
langsung berhadapan dengan konsumen akhir dan berbasis platform. Hal ini mengindikasikan peran penting
platform sebagai penghubung sekaligus potensi regulator digital informal.
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Gambar 1. Distribusi Aktivitas Shadow Economy Digital Berdasarkan Sektor

Selanjutnya, dilakukan pengujian korelasi antara literasi digital dan tingkat keterlibatan dalam aktivitas
informal digital. Hasil menunjukkan adanya hubungan negatif sedang dengan koefisien r = -0,42, yang berarti
semakin tinggi literasi digital responden, semakin rendah kecenderungan mereka untuk menjalankan usaha
secara informal. Meskipun demikian, korelasi ini tidak bersifat mutlak, karena wawancara mendalam
menunjukkan bahwa banyak pelaku dengan literasi tinggi tetap memilih jalur informal. Mereka menyebutkan
alasan seperti efisiensi, kebebasan usaha, serta tidak adanya manfaat langsung dari legalisasi formal. Oleh
karena itu, literasi digital memiliki kontribusi terhadap kesadaran hukum, namun bukan satu-satunya faktor
yang mendorong formalisasi.

Gambar 2 menunjukkan hubungan antara literasi digital dan tingkat keterlibatan informal dalam bentuk
scatter plot. Setiap titik merepresentasikan satu responden, dengan garis tren menurun yang menandakan
arah korelasi negatif. Meskipun sebaran data menunjukkan variasi, tren umum memperlihatkan bahwa
mereka yang memiliki skor literasi lebih tinggi cenderung tidak terlibat dalam ekonomi informal. Namun
terdapat pengecualian, yang menggambarkan pentingnya variabel tambahan seperti faktor ekonomi, persepsi
terhadap institusi, dan regulasi. Oleh sebab itu, peningkatan literasi digital sebaiknya diintegrasikan dengan
strategi insentif dan penyederhanaan proses legalisasi.

o
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Tingkat Literasi Digital

Gambar 2. Hubungan antara Literasi Digital dan Tingkat Informalitas

Selain korelasi, dilakukan analisis regresi logistik untuk menguji pengaruh beberapa variabel bebas terhadap
probabilitas keterlibatan pelaku dalam shadow economy digital. Hasil menunjukkan bahwa tiga variabel
memiliki pengaruh signifikan: biaya legalisasi usaha ( = 0.68, p < 0.01), minimnya insentif dari pemerintah
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(B =0.53, p <0.05), dan persepsi negatif terhadap institusi formal ( = 0.44, p < 0.05). Sebaliknya, literasi
digital, meskipun secara korelasi menunjukkan arah negatif, tidak signifikan secara statistik dalam model ini
(p > 0.05). Temuan ini menunjukkan bahwa faktor struktural lebih menentukan keputusan pelaku untuk tetap
berada dalam jalur informal dibanding faktor individual seperti literasi.

Gambar 3 menyajikan hasil regresi logistik dalam bentuk diagram batang horizontal. Visualisasi ini
memperjelas kontribusi relatif dari masing-masing variabel bebas, dengan panjang batang mewakili nilai
koefisien regresi dan warna menunjukkan signifikansi statistik. Biaya legalisasi menjadi faktor paling
dominan yang mendorong pelaku tetap informal, disusul oleh insentif dan persepsi terhadap institusi. Literasi
digital, meskipun penting dalam aspek kesadaran, ternyata tidak cukup kuat mendorong peralihan ke sektor
formal jika tidak didukung oleh kebijakan struktural. Oleh karena itu, strategi formalisasi harus bersifat
sistemik dan mengatasi hambatan-hambatan utama yang ditemukan melalui hasil ini.

Biaya legalisasi

Minimnya insentif

Persepsi negatif

Literasi digital .

-0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
Koefisien Regresi (B)

Gambar 3. Faktor-Faktor Signifikan dalam Regresi Logistik

4.1.3. Evaluasi Hasil

Wawancara mendalam mengidentifikasi tiga tipe pelaku shadow economy digital. Pertama, penghindar
regulasi aktif yang memilih jalur informal meski paham hukum. Kedua, pelaku tidak sadar regulasi yang
tidak memahami status legalitas usahanya, umumnya berasal dari sektor gig economy. Ketiga, pelaku yang
terhambat sistem, yakni mereka yang ingin legal namun terkendala biaya dan akses. Klasifikasi ini
menunjukkan bahwa strategi intervensi tidak bisa satu arah dan perlu menyesuaikan karakteristik pelaku.
Evaluasi ini juga memperkuat urgensi pendekatan multi-level berbasis tata kelola platform, insentif sosial-
ekonomi, dan teknologi berbasis data, yang akan dijabarkan dalam pembahasan sebagai kontribusi
konseptual utama..

4.2. Diskusi

Penelitian ini menunjukkan bahwa keberlanjutan shadow economy dalam ruang bisnis digital dipengaruhi
oleh tiga faktor dominan, yaitu lemahnya tata kelola platform digital, ketiadaan insentif formalisasi, dan
keterbatasan teknologi dalam mendeteksi aktivitas informal secara real-time. Data survei menunjukkan
bahwa sekitar 65% pelaku usaha mikro dan kecil tidak tercatat dalam sistem perpajakan nasional. Alasan
dominan yang diungkapkan mencakup prosedur birokrasi yang kompleks, ketidakjelasan manfaat legalisasi
usaha, dan rendahnya kepercayaan terhadap institusi formal. Selain itu, hasil wawancara mendalam
mengungkap bahwa sebagian besar platform digital belum dilengkapi mekanisme pemantauan transaksi
berbasis teknologi secara terintegrasi. Temuan ini diperkuat oleh analisis tematik yang berhasil
mengklasifikasikan pelaku ke dalam tiga kelompok: penghindar regulasi aktif, pelaku tidak sadar regulatif,
dan pelaku dengan intensi formalisasi yang terhambat oleh biaya dan akses.

Jika dibandingkan dengan literatur terdahulu, hasil ini konsisten dengan studi yang menyatakan bahwa
shadow economy dapat menyumbang hingga 31% terhadap PDB negara berkembang, termasuk Indonesia.
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Namun, temuan dalam penelitian ini memperluas wawasan teoritis yang ada dengan menunjukkan bahwa
digitalisasi ekonomi, alih-alih menurunkan informalitas, justru berpotensi memperumit pelacakan transaksi
ketika regulasi dan pengawasan tidak mengimbangi kecepatan inovasi teknologi. Studi sebelumnya, seperti
yang ditunjukkan oleh [15] dan [16], telah menyoroti pentingnya kolaborasi antara negara dan penyedia
platform digital. Namun, partisipasi platform masih terbatas akibat konflik kepentingan dan ketiadaan
kerangka regulatif yang jelas. Sementara itu, pendekatan represif yang diusulkan oleh [20] terbukti tidak
efektif dalam konteks ekonomi digital yang terdesentralisasi, fleksibel, dan partisipatif. Penelitian ini
memberikan kontribusi empiris baru dengan menyarankan pendekatan alternatif berbasis kolaborasi strategis,
pemberian insentif, dan dukungan teknologi sebagai model yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Sebagai kontribusi konseptual utama, penelitian ini mengusulkan kerangka strategi tiga pilar untuk
mendorong transisi sektor informal digital ke sektor formal. Pilar pertama adalah reformasi tata kelola
platform, yang melibatkan integrasi peran aktif penyedia platform digital dalam proses verifikasi, pelaporan
transaksi, dan pelatihan pelaku usaha mikro. Pilar kedua adalah pemberian insentif sosial-ekonomi, baik
berupa insentif fiskal seperti pengurangan pajak, maupun insentif non-fiskal seperti akses pelatihan, subsidi
legalisasi, dan promosi usaha. Pilar ketiga adalah pemanfaatan teknologi berbasis data, seperti penggunaan
blockchain untuk transparansi transaksi, serta big data analytics dan kecerdasan buatan untuk memantau
aktivitas informal secara preventif dan tidak intrusif. Ketiga pilar ini bersifat saling melengkapi dan bertumpu
pada prinsip keterbukaan, keberlanjutan, dan partisipasi multipihak. Strategi ini diharapkan mampu
menciptakan sistem ekonomi digital yang lebih tertib tanpa mengorbankan fleksibilitas dan inovasi yang
menjadi ciri khas ruang digital. Gambar 4 memperlihatkan Kerangka Strategi Tiga Pilar untuk mendorong
formalitas ekonomi bayangan dalam ekosistem bisnis digital.

Pilar 3: Teknologi Berbasis Data
Blockchain, Big Data Analytics, Al untuk deteksi informalitas

Pilar 2: Insentif Sosial-Ekonomi

Pengurangan pajak, subsidi legalisasi, akses pelatihan

Pilar 1: Reformasi Tata Kelola Platform
Integrasi pelaporan otomatis, verifikasi akun, peran aktif platform

Gambar 4. Strategi Tiga Pilar Formalisasi Shadow Economy Digital

Implikasi praktis dari hasil penelitian ini adalah perlunya pemerintah membentuk aliansi strategis dengan
penyedia platform digital untuk mengembangkan ekosistem yang mendorong formalisasi secara organik.
Desain kebijakan harus memadukan sistem pelaporan otomatis, prosedur pendaftaran usaha yang
disederhanakan, serta sistem insentif yang relevan dan mudah diakses oleh pelaku usaha mikro. Di sisi lain,
literasi digital tetap diperlukan sebagai bagian dari strategi edukasi publik, terutama untuk meningkatkan
kesadaran tentang hak dan kewajiban dalam konteks ekonomi formal. Penelitian ini juga menekankan
pentingnya perlindungan privasi dalam penerapan teknologi pemantauan, agar tidak menimbulkan resistensi
di kalangan pelaku usaha digital. Dengan pendekatan kebijakan yang holistik dan berbasis bukti, pemerintah
dapat mengurangi ketergantungan pada strategi represif dan menciptakan pertumbuhan ekonomi digital yang
lebih inklusif dan berkelanjutan.
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Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati. Pertama, cakupan geografis terbatas pada
wilayah urban dan semi-urban, sehingga belum mencerminkan dinamika shadow economy di wilayah
pedesaan yang memiliki tingkat adopsi teknologi lebih rendah. Kedua, pendekatan kualitatif yang digunakan,
meskipun telah diperkuat dengan teknik member checking dan triangulasi, tetap memiliki potensi bias
subjektif dari narasumber. Ketiga, keterbatasan waktu penelitian selama lima bulan berpengaruh pada
kedalaman pemantauan dinamika longitudinal dari pelaku usaha digital. Selain itu, konteks sosial-ekonomi
Indonesia yang spesifik membatasi generalisasi temuan ini ke negara dengan struktur ekonomi dan sistem
regulasi yang berbeda. Meskipun demikian, keterbatasan ini membuka peluang untuk riset lanjutan yang
dapat memperluas cakupan wilayah, meningkatkan keragaman demografis responden, mengadopsi
pendekatan longitudinal, dan bahkan mengembangkan perbandingan lintas negara guna memperkaya kajian
mengenai manajemen shadow economy dalam ekonomi digital global.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa shadow economy dalam ekosistem digital Indonesia dipicu oleh
lemahnya tata kelola platform, minimnya insentif formalisasi, dan terbatasnya teknologi pemantauan. Sekitar
65% pelaku usaha mikro beroperasi secara informal karena merasa legalisasi usaha rumit dan tidak
menguntungkan. Tiga tipe pelaku berhasil diidentifikasi: penghindar regulasi aktif, pelaku tanpa pemahaman
hukum, dan pelaku yang terhambat sistem. Sebagai kontribusi utama, studi ini menawarkan kerangka strategi
tiga pilar: reformasi tata kelola platform, pemberian insentif sosial-ekonomi, serta pemanfaatan teknologi
berbasis data. Ketiga pilar ini dirancang untuk menciptakan sistem formalisasi yang adaptif, kolaboratif, dan
berbasis transparansi.

Pemerintah disarankan bekerja sama dengan platform digital untuk menyederhanakan legalisasi usaha dan
membangun sistem pelaporan otomatis. Insentif konkret, literasi digital, dan perlindungan privasi juga perlu
diperkuat agar pelaku informal tertarik bertransisi. Keterbatasan studi ini terletak pada cakupan wilayah urban
dan durasi penelitian yang terbatas. Penelitian lanjutan dapat memperluas cakupan ke wilayah rural,
menggunakan desain longitudinal, dan membandingkan lintas negara guna memperkuat generalisasi temuan.
Dengan strategi berbasis bukti dan kolaborasi, transisi dari sektor informal menuju ekonomi digital yang
tertib dan inklusif dapat diwujudkan secara berkelanjutan.
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